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KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
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PLMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

AL-BAROKAM BEKASI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN

PERKANTORAN.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Leémbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4462);

Peraturan Pemerintah Nomor 3€ Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan  Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
(ndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Pe.aturan Dasrah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daeral
Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

). Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pililhan Yang Menjad!
Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008
Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).



Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002

Menetapkan

Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan
Madrasah Swasta di Kota Bekasi;

3. Rekomendasi dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor : 421.4/57-BPPT
/V /2012 tanggal 21 Mei 2013;

4. Akta Notaris Nomor : 8 tanggal 11 Oktober 1982 tentang
Yayasan Ma’hadul Al-Barokah Bekasi;

5. Hasil Pelaksanaan gtudi Kelayakan pada Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Al Muhadjirin 2 pada tanggal 17
Mei 2013.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN 1ZIN

OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AL-BAROKAH BEKASI DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN.

[zin Operasional diberikan kepada gekolah Menengah

KESATU :
Kejuruan (SMK) Al-Barokah dengan Kompetensi Keahlian
Administrasi Perkantoran yang peralamat di Jalan Raya

Jatimakmur Nomor 22 Pondok Gede Kota Bekasi.

KEDUA pemberian lzin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang
memenihi ketentuan yang berlaku.

KETIGA Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaarn
demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu. '

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2013
; o g WALIKOTA BEKASI
o0 A pARKA DINAS PENDIDIKAN,
N O
| DINAS
-‘-“h-
Tembusan : -
vth, 1. Menteri Fendidikan dan Kebudayaem=a

9. Direktur Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah
Kemendikbud di Jakarta;

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

4, Walikota Bekasi;

5. Inspektur Kota Bekasi.



